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i egara
Dalam rangka penyelenggaraan p-emermz:::];ﬁaimh
Kesatuan Republik Indonesia d:b'agl a‘ta(si. daemh_dac'mh
provinsi yang kemudian dibagi lagi menja IlD ) oy
kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebu )ms st
liki hak dan kewajiban mengatur .dan men‘x_;uflSicﬂSi =
urusan pemerintahannya demi mcn.mgkntkncllﬂ e et
efektivitas penyelenggaraan pemermtahan an p

kepada masyarakat. o
g Selama ini, pungutan daerah yang berupa pajak dan

retribusi diatur dengan Undang-Undang N(')mor 18hTahl;lri
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Nse ar
gaimana telah diubah dengan Undang-Undang 0210
34 Tahun 2000. Sesuai dengan undang-undang tersebut,
Jaerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas)
jenis pajak, yaitu 4 (empat) jenis pajak provinsi <.izm 7 (tu-
jub) jenis pajak kabupaten/kota. Untuk meningkatkan
akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, peme-
rintah daerah juga seharusnya mulai diberi kewenangan
yang lebih besar dalam mengurusi masalah perpajakan dan
retribusi yang penerapannya disesuaikan dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten-
tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah. .
Dengan diberlakukannya undang-undang ini, diha-

rapkan pemerintah daerah mampu untuk membiayai kebu-

“tuhan dan pengeluarannya sendiri yang semakin besar. Di

pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada
daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru,
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. UU RI No. 28 Th. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribys; Daerah
maka hal itu akan memberikan kepastian hukum
- a >
masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya dihas 8l
ap-

kan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalap,
menuhi kewajiban membayar pajak. Mme-

Penerh;;
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